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ABSTRAK

Muh Naupal Alfarugi (040 2019 0365) “Upaya Penegakan Hukum terhadap
Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto”, di bawah bimbingan Abdul
Rahman sebagai Ketua Pembimbing dan Baharuddin Badaru sebagai Anggota
Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya
pelanggaran lalu lintas dan mengetahui upaya penegakan hukum dalam
mencegah dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris. Sumber data dilakukan
dengan mengumpulkan data primer dan sekunder. Data dikumpulkan melalui
studi lapangan dengan wawancara langsung kepada informan dan studi kasus
dengan berbagai macam literature/sumber. Populasi dalam penelitian adalah
seluruh polisi pada satuan lantas Polres Jeneponto dan masyarakat di daerah
Jeneponto. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Urusan Pembinaan
Operasi (KBO) Lantas Polres Jeneponto, Kanit Satlantas Polres Jeneponto,
1 anggota polisi lalu lintas dan 3 masyarakat setempat. Analisis data primer dan
sekuder akan dianalisis secara yuridis empiris.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas
menunjukkan bahwa terdapat faktor manusia dan faktor kendaraan. Adapun
faktor manusia seperti tidak menggunakan helm dan jenis pelanggaran lainnya
dan adapun faktor kendaraan seperti ban pecah, dan kelengkapan kendaraan
lainnya. Sedangkan faktor penyebab peningkatan kecelakaan lalu lintas terdapat
faktor manusia, faktor kendaraan, faktor jalanan, dan faktor alam. Sehingga
adapun upaya penegakan hukum dalam mencegah dan menanggulangi
pelanggaran lalu lintas yaitu menggunakan metode perventif dan represif antara
lain kampanye keselamatan lalu lintas, kegiatan keamanan berkendara,
implementasi program kegiatan keamanan, pembinaan dan
penyuluhan/sosialisasi serta tilang bagi pelanggar lalu lintas.

Rekomendasi penelitian yaitu perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian,
pihak pemerintah, mahasiswa dan stakeholder untuk menangani kasus
pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah Jeneponto serta melaksanakan
sosialisasi terkait pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di pedasaan secara
rutin untuk menyadarkan masyarakat.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, menambah
pesatnya jumlah produksi kendaraan. Hal ini disebabkan karena adanya
faktor kebutuhan manusia yang semakin kompleks, khususnya kebutuhan
sekunder. Oleh karena itu, sering terlihat dan terdengar di koran, televisi,
radio, atau media massa lainnya. Perkembangan yang sangat pesat ini
tidak hanya memberi dampak positif tetapi juga memberi dampak negatif.
Dampak negatif diantaranya adalah pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran
lalu lintas adalah masalah penyebab sebagian besar terjadinya
kecelakaan lalu lintas. Hal itu disebabkan adanya suatu perbuatan
pengendara melanggar aturan dan menganggap hukuman tindak pidana
lebih ringan dari pada kejahatan umum.

Pelanggaran lalu lintas yang dapat menyebabkan timbulnya korban
jiwa dan harta benda merupakan suatu kejadian yang sangat tragis dan
merupakan akibat dari kurangnya kesadaran hukum di masyarakat dalam
berlalu lintas dan keteledoran para masyarakat pemakai jalan yang
terkadang tidak memperhitungkan aspek-aspek yang dapat menjadi
penyebab pelanggaran lalu lintas.

Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dibiarkan begitu saja karena

berdasarkan data yang ada sebagian besar kecelakaan lalu lintas di

'Anny Yuserlina. (2019). Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Satuan
Lalu Lintas Polres Bukitinggi Terhadap Pelajar. JCH (Jurnal Cendekia Hukum), 4(2),
h. 334-346.



sebabkan karena faktor manusia pengguna jalan yang tidak patuh
terhadap peraturan lalu lintas. Namun dapat juga ditemukan penyebab di
luar faktor manusia seperti ban pecah, rem blong, jalan berlubang, dan
lain-lain. Kecelakaan lalu lintas juga terjadi karena disebabkan masih
banyaknya pengguna jalan yang tidak tertib dan patuh terhadap peraturan
atau rambu-rambu lalu lintas yang sudah dipasang di ruas-ruas jalan,
ditambah dengan. Selain itu, sebagai pemakai jalan raya, kurangnya
kedisiplinan merupakan salah satu sebab utama terjadinya kecelakaan
lalu lintas.?

Perbedaan tingkat pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan
yang berlaku mengakibatkan suatu kesenjangan yang berpotensi
memunculkan permasalahan dalam berlalu lintas, baik antar pengguna
jalan itu sendiri maupun antar pengguna jalan dengan aparat yang
bertugas untuk melaksanakan penegakan hukum di jalan raya.
pemberlakuan tilang terasa belum efektif sampai saat ini sebagai alat
dalam menegakkan peraturan perundang-undangan dan sarana dalam
meningkatkan disiplin masyarakat pemakai atau pengguna jalan, sehingga
angka pelanggaran lalu lintas belum dapat ditekan.?

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (UU LLAJ) merupakan suatu aturan yang mengatur
segala kententuan pengemudi. Dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan Lalu

Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas

’Artika, P. P. (2013). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan
Lalu Lintas Di Kabupaten Klaten. In Jurnal Skripsi (pp. 1-11)

NN
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Jalan. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan
bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan

dan fasilitas pendukung.

Kemudian Hukum kecelakaan lalu lintas diatur dalam Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU
LLAJ). Hukum dan undang-undang ini akan menjadi dasar atas kasus
kecelakaan seperti gugatan ganti rugi kecelakaan lalu lintas. Salah satu
pasal yang menjadi dasar hukum kecelakaan lalu lintas adalah pasal 283
yang berbunyi : “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di
jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi
oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam
mengemudi di jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda

paling banyak Rp 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).*

Penegakan hukum lalu lintas mempunyai peranan agar perundang-
undangan lalu lintas ditaati oleh setiap pemakai jalan. Pada dasarnya
kegiatan dapat dikelompokan menjadi dua bagian penegakan hukum lalu
lintas bidang preventif yang meliputi kegiatan-kegiatan pengaturan lalu
lintas, penjagaan lalu lintas, pengawalan lalu lintas dan patroli lalu lintas,

dimana dalam pelaksanannya kegiatan-kegiatan tersebut merupakan

*Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).



suatu sistem keamanan lalu lintas yang antara satu sub sistem dengan

sub sistem lainya tidak dapat dipisah-pisahkan.’

Penegakan hukum lalu lintas bidang represif meliputi penindakan
pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu lintas, adapun tugas-tugas
penindakan pelanggaran hukum lalu lintas meliputi penindakan secara
edukatif yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas
secara simpatik dengan memberikan teguran atau peringatan terhadap
pelanggaran lalu lintas, sedangkan penindakan secara yuridis dapat
diartikan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas secara hukum yang

meliputi penindakan dengan menggunakaan tilang.®

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 terdapat pengaturan dan
penerapan sanksi pidana diatur lebih tegas. Bagi pelanggaran yang
sifatnya ringan, dikenakan sanksi pidana kurungan atau denda yang relatif
lebih ringan. Namun, terhadap pelanggaran berat dan terdapat unsur
kesengajaan dikenakan sanksi pidana yang jauh lebih berat. Hal ini
dimaksudkan agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku pelanggaran
dengan tidak terlalu membebani masyarakat dan kecelakaan yang

menyebabkan kematian.’

Sebagai pengguna jalan harusnya kita perlu menyadari bahwa
aturan yang ada di jalan harus tetap kita patuhi dan menerapkan aturan

yang telah di tetapkan.

°Annisa Chandra. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan
Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang. 1-54.

6 .

Ibid.



Dalam Al-Qur'an juga diterapkan bahwa setiap umat manusia harus
beriman dan taat kepada Allah Swt dan dapat diliat dalam surah
An-Nisa/4:59 sebagai berikut

) 838 o0 o e S s K& a1 515 0530 ) sailal 5 a1 saakal 15l Gl LAl
03 ¢35 Gy 8 Glly 51 o a5 iy 3k K () 355
Terjemahan :

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

(Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara

kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah

kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman
kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu)
dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

Di daerah Jeneponto sudah banyak terjadi kasus pelanggaran dan
mengakibatakan kecelakaan, salah satu penyebab terjadinya pelanggaran
tersebut ialah banyaknya pengguna kendaraan yang tidak mematuhi
aturan dalam berlalu lintas. Misalnya tidak menggunakan helm pada saat
berkendara, penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia
menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dengan
menggunakan helm, kefatalan akibat suatu kecelakaan dalam berkendara
dapat diminimalkan, serta melindungki kepala dari benturan benda-benda
keras saat terjadinya suatu kecelakaan dalam berkendara.® Sehingga

penggunaan helm menjadi hal yang terpenting untuk keselamatan dalam

berkendara di jalan raya.

*komang Pande Rayana, Ketut Sukadana & Nyoman Sutama (2019). Efektivitas
Penggunaan Helm Saat Berkendara di Wilayah Hukum Polres Bangli. Jurnal Analogi
Hukum, 1(3), h. 354-359.



Berikut data pelanggaran lalu lintas dan data kecelakaan lalu lintas

pada tahun 2020 sampai 2021.

Tabel 1.1
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2020

DATA PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2020

Jiifaki PENINDAKAN DIAJUKAN KE PENGADILAN PROSES PENILANGAN
NO Bulan 9 3 TILANG Di vonis Belum vonis DENDA Rp.
GAR/Lalulintas Tilang Teguran Sudah Belim Sudah Bellin
1 JANUARI 168 168 21 168 0 168 0 7.112.000
2 FEBRUARI 186 186 31 187 0 187 0 5.500.000
3 MARET 105 105 14 105 0 105 0 5.839.000
4 APRIL 12 12 2 12 0 12 0 1.858.000
5 MEI 3 3 18 3 0 3 0 -
6 JUNI 262 262 14 262 0 262 0 14.768.000
7 JuLl 453 453 72 453 0 453 0 16.882.000
8 AGUSTUS 500 500 67 500 0 500 0 37.550.000
9 SEPTEMBER 473 473 23 437 0 473 0 21.998.000
10 | OKTOBER 430 430 97 430 0 430 0 25.669.000
11 | NOVEMBER 0 0 0 0 0 0 0 -
12 | DESEMBER 0 0 0 0 0 0 0 -
JUMLAH 2.593 2.593 359 2.593 16 2.593 0 137.176.000
(Sumber : Data Sekunder, 2020)
Tabel 1.2
Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2021
DATA PELANGGARAN LALU LINTAS TAHUN 2021
fiiFaiah PENINDAKAN DIAJUKAN KE PENGADILAN PROSES PENILANGAN
NO Bulan GAR/Lalulintas Tilang Teguran TILANG Di vonis Belum vonis | DENDA Rp.
Sudah Belum Sudah Belum
1 JANUARI 26 26 6 26 0 26 0 -
2 FEBRUARI 107 107 23 107 0 107 0 3.106.000
3 MARET 58 58 0 58 0 58 0 2.682.000
4 APRIL 119 119 0 119 0 119 0 5.281.000
5 MEI 59 59 23 59 0 59 0 2.957.000
6 JUNI 146 146 36 146 0 246 0 6.207.000
7 JuLl 87 87 14 87 0 87 0 6.643.000
8 AGUSTUS 75 75 10 75 0 75 0 4.497.000
9 SEPTEMBER 144 144 39 144 0 44 0 7.036.000
10 | OKTOBER 125 125 33 125 0 125 0 8.318.000
11 NOVEMBER 64 64 16 64 0 64 0 1.868.000
12 | DESEMBER 74 74 11 74 0 74 0 5.921.000
JUMLAH 1.084 1.084 211 1.084 0 984 0 54.516.000
(Sumber : Data Sekunder, 2021)
Tabel 1.3
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2020
DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2021
JUMLAH LUKA-LUKA
NO BULAN JULTI'(J:H LAKA RUMAT SELAA LIDIK | SIDIK JL;EAL::\H KET
MD LB LR P21 | sP3 | ADR | DIVERSI
1 | JANUARI 24 1 0 39 |[Rp. 67.650.000 | 0 0 18 0 6 0 18
2 | FEBRUARI 23 1 0 30 |[Rp. 9.950.000 | 0 0 21 0 2 0 21
3 | MARET 23 7 0 24 | Rp. 39.900.000 | 1 0 21 ) 1 0 22
4 | APRIL 27 2 0 40 |Rp.  63.050.000 | 0 0 22 0 5 0 22
5 | MEl 32 3 0 53 | Rp. 40.800.000 | 1 0 28 0 3 0 29
6 | JUNI 29 4 0 45 | Rp. 66.700.000 | 0 1 25 0 3 0 26
7 |l 37 4 0 63  |Rp.  107.350.000 | 0 0 36 0 1 0 36
8 | AGUSTUS 27 4 0 38 |Rp. 47.150.000 | 1 0 21 0 5 0 22
9 | SEPTEMBER 25 5 0 42 | Rp. 41.250.000 | 0 0 19 0 6 0 19
10 | OKTOBER 25 4 0 37 |Rp. 52.650.000 | 0 1 20 ) 4 ) 21
11 | NOVEMBER 29 3 0 47 | Rp. 43.614.000 | 0 ) 23 0 6 0 23
12 | DESEMBER 30 7 0 58 |[Rp.  150.875.000 | 0 0 26 0 3 0 26
JUMLAH 331 45 0 516 | Rp.  685.939.000 | 3 2 280 0 45 0 285




Tabel 1.4
Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2021

DATA KECELAKAAN LALU LINTAS TAHUN 2021

[JumiLan LUKA-LUKA
NO BULAN AUMLAH [ aca RUMAT SHRA LIDIK | SIDIK “;2’1:;” KET

| wmp 18 LR P21 [ SP3 [ ADR [ DIVERSI
1 [JANUARI 24 | 1 0 39 |Rp.  67.650.000 | 0 0 18 0 6 0 18
2 | FEBRUARI 23 | 1 0 30 | Rp. 9.950.000 | 0 0 21 0 2 0 21
3 | MARET 23 | 7 0 24| Rp. 39.900.000 | 1 0 21 0 1 0 22
4 | APRIL 27 2 0 40 |Rp.  63.050.000 | 0 0 22 0 5 0 22
5_| MEl |32 3 O | S3 IRp. 40.800000f 1 0 28 | 0 3 0 29
6 | JUNI 29 4 0 45 |Rp.  66.700.000 | 0 1 25 0 3 0 26
7 |Juul 37 4 0 63 |Rp.  107.350.000 | 0 0 36 0 1 0 36
8 | AGUSTUS 27 4 0 38 |Rp.  47.150.000 | 1 0 21 0 5 0 22
9 | SEPTEMBER 25 5 0 42 |Rp.  41.250.000 | 0 0 19 0 6 0 19
10 | OKTOBER 25 4 0 37 |Rp. 52.650.000 | 0 1 20 0 4 0 21
11 | NOVEMBER 29 3 0 47 |Rp.  43.614.000 | 0 0 23 0 6 0 23
12 | DESEMBER 30 7 0 58 |Rp.  150.875000| 0 [ © 26 0 3 0 26

JUMLAH 331 45 0 516 |Rp.  685.939.000 | 3 2 | 280 0 45 0 285

(Sumber : Data Sekunder, 2021)

Berdasarkan data perkara pelanggaran lalu lintas di Satuan Lantas
Polres Jeneponto pada tahun 2020 sejumlah 2.595 dan di tahun 2021
sejumlah 1.089 perkara. Selain itu, kasus kecelakaan di tahun 2020
sejumlah 244 dan ditahun 2021 sejumlah 332. Sehingga menunjukkan
adanya peningkatan perkara kecelakaan lalu lintas dari tahun 2020 ke
tahun 2021 yang di sebabkan oleh melanggar aturan lalu lintas, dan
berdasarkan data di atas pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto
mengalami penurunan tetapi menurut informasi awal yang diperoleh dari
salah satu anggota Polres Jeneponto mengatakan bahwa peningkatan

kecelakaan di sebabkan karena Pelanggaran lalu lintas.’

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan di
atas, maka perlu dilakukan penelitian dengan judul “Upaya Penegakan

Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Daerah Jeneponto”.

9Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas Porles Jeneponto Tahun
2020-2021.



B. Rumusan Masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, memunculkan
permasalahan yang menjadi isu hukum dalam penelitian hukum yang
dilakukan, yaitu:

1. Faktor apakah yang menyebabkan pelanggaran lalu lintas di daerah
Jeneponto?

2. Bagaima upaya penegakan hukum dalam mencegah dan
menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang ada di daerah
Jeneponto?

C. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab
pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto

b. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum dalam mencegah
dan menanggulangi pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:
1. Sisi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan
wawasan bagi civitas akademika pada umumnya, dan
mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia pada
khususnnya, tentang upaya penegakan hukum terhadap
pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto. Selain itu juga

untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.



2. Sisi Praktis
Memberikan tambahan informasi bagi para pemangku
kepentingan tentang upaya penegakan hukum terhadap

pelanggaran lalu lintas di daerah Jeneponto, agar dilakukan

upaya tindak lanjut.



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Keadaan Geografis

Kabupaten Jeneponto dengan ibukota Binamu merupakan salah satu
Kabupaten di Selatan Provinsi Sulawesi Selatan, yang mempunyai
sejarah, budaya dan moral yang sangat tinggi sejak 148 tahun yang lalu,
yaitu sejak kelahirannya pada tanggal 01 Mei 1863. Aspek yang telah
mengkristal tersebut, yaitu Sipakatau dan A’bulo Sibatang Accera
Sitongka-tongka.

Kabupaten Jeneponto memiliki luas wilayah sebesar 749,8 kmz2,
dimana luas wilayah Kabupaten Jeneponto tersebut hanya 1,20 % dari
luas Sulawesi Selatan sebesar 62.361,71 km2. Kecamatan Bangkala
Barat dan Kecamatan Bangkala dengan luas masing — masing 153,0 km2
dan 121,8 km2 yang mencakup 36,65 % dari keseluruhan luas wilayah
Kabupaten Jeneponto. Secara administrasi pemerintahan terbagi atas 11
kecamatan, 82 desa dan 31 kelurahan.™®

Adapun batas - batas wilayah adalah sebagi berikut:

Sebelah Utara . berbatasan dengan kabupaten Gowa dan kabupaten
Takalar
Sebelah Timur  : berbatasan dengan kabupaten Bantaeng

Sebelah Selatan : berbatasan dengan laut Flores

Sebelah Barat : berbatasan dengan Kabupaten Takalar

Moshinsky, M. (1959). Profil Kabupaten Jeneponto. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).
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Kabupaten Jeneponto terdiri dari:
Bagian utara terdiri dari dataran tinggi dan bukit-bukit dengan ketinggian
500 — 1.400 m diatas permukaan laut.
Bagian tengah meliputi dataran dengan ketinggian 100 — 500 m diatas
permukaan laut.
Bagian selatan wilayah dataran rendah dengan ketinggian 0 — 150 m
diatas permukaan laut.

Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Jeneponto

Sumber: BPS Kabupaten Jeneponto

2. Keadaan Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
masalah peningkatan pelanggaran yang mengakibatkan kecelakaan, baik
dari segi jumlah (kuantitas), pertumbuhan, sturktur umum, mobilitas dan

mata pencaharian penduduk. Bidang Kependudukan diarahkan untuk

11



pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas dan pengerahan
mobilitas.™

Masalah utama kependudukan di Indonesia, pada dasarnya
meliputi 3 hal penting, yaitu jumlah penduduk yang besar, komposisi
penduduk yang kurang menguntungkan (proporsi penduduk berusia muda

masih relatif tinggi) dan persebaran penduduk yang kurang merata.
a. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Menurut data BPS Kabupaten Jeneponto, pada tahun 2020 jumlah
penduduk Kabupaten Jeneponto sebanyak 401.610 jiwa yang terdiri dari

laki-laki sebanyak 198.526 jiwa dan perempuan sebanyak 203.084 jiwa.

Rasio Jenis Kelamin memperlihatkan perkembangan penduduk
berdasarkan jenis kelamin yaitu perbandingan penduduk laki-laki dengan

penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2020 yaitu 97,8.

Laju pertumbuhan penduduk di Indonesia tahun 2010-2020 sebesar
1.72 persen per tahun. Kepadatan penduduk di 11 kecamatan cukup
beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan
Binamu yang merupakan ibukota kabupaten dengan kepadatan sebesar
915 jiwa/lkm2 dan terendah di Kecamatan Bangkala Barat sebesar 200
jiwa/lkm2, sedangkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten

Jeneponto.*?

" Moshinsky, M. (1959). Profil Kabupaten Jeneponto. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).
12 ., .
ibid
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b. Komposisi penduduk Meneurut Jenis Kelamin dan Kelompok

Umur.

Komposisi  penduduk  menurut  kelompok  umur  dapat
menggambarkan tinggi rendahnya tingkat kelahiran. Selain itu komposisi
penduduk juga mencerminkan angka beban tanggungan vyaitu
perbandingan antara jumlah penduduk produktif (umur 15-64 tahun)
dengan umur tidak produktif (umur 0-14 tahun dan umur 65 tahun ke
atas). Komposisi penduduk ini menjadi dasar bagi kebijakan
kependudukan, sosial, budaya dan ekonomi. Data estimasi BPS
menunjukkan bahwa angka beban tanggungan pada tahun 2020 sebesar

52,05 per 100 penduduk produktif.*®
c. Persebaran dan Kepadatan Penduduk

Penduduk Kabupaten Jeneponto pada tahun 2020 sebanyak
401.610 jiwa yang tersebar di 11 Kecamatan, namun persebaran tersebut
tidak merata. Persebaran yang tidak merata ini diakibatkan oleh letak
Kecamatan yang merupakan jalur penghubung yang mudah di akses oleh
semua sektor, sehingga perputaran roda perekonomian di daerah —
daerah tersebut sangatlah dinamis dan mendorong terjadinya pergerakan

penduduk cepat.**

Kepadatan penduduk menunjukkan banyaknya penduduk per
kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Jeneponto

tahun 2020 sebesar 536 jiwa/km2 dimana tingkat kepadatan tertinggi di

Moshinsky, M. (1959). Profil Kabupaten Jeneponto. In Nucl. Phys. (Vol. 13, Issue 1).
14., .
ibid
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Kecamatan Binamu vyaitu 915 jiwa/km2 dan kepadatan terendah di

Kecamatan Bangkala Barat 200 jiwa/km2.

B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum
1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-
ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi
kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses
perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai
pedoman pelaku dalam berlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum
merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum
yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum
merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.”

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja sistem sosial. Fungsi
sistem sosial ini adalah untuk mengintegrasikan kepentingan anggota
masyarakat, sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib. Hal ini
mengakibatkan bahwa tugas hukum adalah mencapai keadilan, yaitu
keserasian antara nilai kepentingan hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo penegakan hukum adalah sebuah
kegiatan yang memunculkan atau mewujudkan keinginan hukum menjadi

nyata. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto ada beberapa hal yang

®Bambang Waluyo. (n.d.). Penegakan Hukum Di Indonesia.
'® Nur Solikin. (2016). Hukum Masyarakat Dan Penegakan Hukum.
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bisa mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah berkaitan
dengan hukum atau peraturan perundangannya. Selanjutnya ada pihak
yang terlibat langsung kasus seperti aparat yang bertugas, lalu adanya
fasilitas kebudayaan dan masyarakat yang sangat berpengaruh pada

kondisi hukum suatu Negara."

Penegakan Hukum menurut A.Hamid S. Attamimi seperti yang
dikutip Siswanto Sunarso pada hakikatnya adalah penegakan norma-
norma hukum, baik yang berfungsi suruhan atau berfungsi lain seperti
memberi kuasa, membolehkan, dan menyimpangi. Lebih lanjut Siswanto
Sunarso menyatakan bahwa dalam suatu negara berdasarkan atas
hukum materiil atau sosial yang bertekad memajukan kesejahteraan
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa maka penegakan hukum

peraturan perundang-undangan tidak dapat dicegah.*®

Menurut Koesnadi Hardja Soemantri mengemukakan perlu
diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai
jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi
perdata, dan sanksi pidana. Lebih lanjut Koesnadi Hardjasoemantri

menyatakan bahwa :

“‘Penegakan Hukum adalah kewajiban dari seluruh masyarakat dan

untuk ini pemahaman tentang hak dan kewajiban menjadi syarat mutlak,

YAnnisa Chandra N.A. (2019). Upaya Penegakan Hukum Terhadap Peningkatan
Pelanggaran Lalu Lintas di Kota Magelang, h.1-54.
18 .
Ibid.
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masyarakat bukan penonton bagaimana hukum ditegakkan akan tetapi

masyarakat aktif berperan dalam penegakan hukum?”.

Keith Hawkins mengemukakan seperti yang dikutip Koesnadi Hardja
Soemantri bahwa : “Penegakan Hukum dapat dilihat dari dua sistem atau
strategi yang disebut compliance dengan conciliatorystyle sebagai
karakteristiknya dan sanctioning dengan penal style sebagai
karakteristiknya”. Pendapat lain dari Milieurecht yang juga dikutip

Koesnadi Hardjasoemantri menyatakan bahwa

“‘Penyidikan serta pelaksanaan sanksi administrasi atau sanksi
pidana merupakan bagian akhir (Sluit Stuik) dari penegakan hukum.Yang
perlu ada terlebih dahulu adalah penegakan preventif, yaitu pengawasan
atas pelaksanaan peraturan.Pengawasan preventif ini ditujukan kepada
pemberian penerangan dari saran serta upaya meyakinkan seseorang
dengan bijaksana agar beralih dari suasana pelanggaran ke tahap

pemenuhan ketentuan peraturan”.*

Berdasar penjelasan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan
sementara, bahwa masalah pokok dari pada penegakan hukum
sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya.
Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif
atau negatifnya terletak pada isi dari faktor tersebut. Faktor-faktor yang

mempengaruhi law enforcement tersebut adalah :

PRisdiyanto. (2018). Rekayasa & Manajemen Lalu Lintas Teori Dan
Aplikasi (Issue January).
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1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-
Undang saja.

2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan

5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang

didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan
yang lainnya karena semuanya merupakan esensi dari penegakan hukum
serta jugsa merupakan tolak ukur daripada efektivitas dari penegakan

hukum.?

Penegakan hukum menurut Jimmly Asshadique® juga adalah proses
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma
hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau
hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan
bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum
pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi
kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk

memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana

*%Johan Jasin. (2018). Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi
Daerah. In Kontroversi Pelaksanaan Syari’at Islam di Indonesia..
21Jimly Asshiddigie. (2020). Penegakan Hukum, h. 1-4.
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harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses
rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tertentu yang
merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk

bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.

hukum pidana adalah hukum yang meliputi semua aturan hukum
yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang
diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau
kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang
menimbulkan kerugian pada sebagian masyarakat, maka penguasa lah
yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang

telah diperbuat (hukuman).?

2. Tahap-tahap Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana yang rasional tersebut terdiri dari tiga
tahap yaitu tahap formulasi (tahap kebijakan legislatif), tahap aplikasi
(tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (tahap kebijakan
administrasi).

a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana in
abstracto oleh badan pembentuk undang-undang. Dalamtahapan
ini pembentuk undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-
nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa
yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk

peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil

> Bambang Waluyo. (n.d.). Penegakan Hukum Di Indonesia.
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perundangundangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi
syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini juga disebut tahap
kebijakan legislatif.

b. Tahap Aplikasi, tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan
hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari
kepolisian, kejaksaan hingga pengadilan. Dalam tahap ini aparat
penegak hukum menegakkan serta menerapkan peraturan
perundang-undangan pidana yang telah dibuat badan pembentuk
undangundang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak
hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan daya guna.
Tahap kedua ini, dapat juga disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap Eksekusi, yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum
pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam tahap
ini aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan
pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui
penerapan hukum pidana yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman
kepada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan
serta daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai
suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk

mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata
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rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara

pada pidana dan pemidanaan.”

3. Faktor-faktor penghambat dalam Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor

penghambat dalam penegakkan hukum, yaitu:

a.

Faktor Perundang-undangan Adanya beberapa asas dalam
Undang-Undang yang tujuannya agar Undang-Undang ersebut
mempunyai dampak positif. Artinya, agar Undang-Undang
tersebut mencapai tujuannya secara efektif dalam kehidupan
masyarakat.

Faktor penegak hukum Penegak hukum mempunyai
kedudukan dan peranan. Penegak hukum merupakan salah
satu pilar terpenting dalam proses penegakkan hukum, sering
melakukan berbagai tindakan yang bertentangan dengan
ketentuan hukum sehingga menimbulkan berbagai masalah.
Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan
hokum penegakkan hukum tidak mungkin berjalan dengan
lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau
fasilitas tersebut antara lain tenaga manusia yang
berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan

yang memadai dan keuangan yang cukup.

2John Kenedi. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) dalam Sistem
Penegakan Hukum di Indonesia. In Pustaka Pelajar, h. 1-262.
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d. Faktor masyarakat Penegakkan hukum berasal dari
masyarakat. Bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam
masyarakat, oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu
masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.

e. Faktor kebudayaan Kebudayaan hukum  masyarakat
merupakan suatu proses internalisasi nilai-nilai dalam rangka
memahami hukum dan berupaya untuk menerapkannya secara
baik demi kepentingan bersama. Kebudayaan pada dasarnya
mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-
nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang
dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.*

4. Penegakan Hukum Dalam Lalu Lintas

Pada dasarnya program kegiatan Penegakan Hukum bukan
berorientasi mencari kesalahan dari pengguna jalan tetapi lebih
berorientasi pada perlindungan, pengayoman dan pelayanan pengguna
jalan yang melanggar itu sendiri (Penindakan pelanggaran Helm, Sabuk
pengaman dan kelengkapan kendaraan bermotor), Pengguna jalan
lainnya (Penindakan pelanggaran SIM, Kecepatan, rambu, marka dan
lainnya) serta kepentingan pengungkapan kasus pidana (Penindakan
pelanggaran STNK, Nomor Rangka, Nomor Mesin dan Lainnya).

Program kegiatan dalam bentuk penenggakan hukum dilaksanakan
tidak hanya pada saat Operasi Kepolisian saja tetapi dilaksanakan pula

pada lokasi dan jam rawan menurut hasil analisa dan evaluasi yang

*Satjipto Rahardjo (1983). Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis.
In Sinar Baru, h. 1-234.
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dilaksanakan oleh bagian analis lalu lintas dilingkungan Polri dalam upaya
memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu
lintas.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas merupakan proses dan
visualisasi perwujudan akuntabilitas Polri kepada publik sebagai upaya
untuk mengimplementasikan Perpolisian masyrakat dalam fungsi lalu
lintas dimana kegiatan-kegiatan tersebut haruslah ditumbuhkembangkan
dan dilaksanakan secara berkesinambungan dalam kebersamaan yang
saling mendukung tanpa harus mencampuri fungsi, tugas, tanggung jawab
dan kewenangan masing-masing instansi yang terkait di dalamnya.

Kenyataan dalam proses ini penyelenggaraan penegakan hukum
dibidang, lalu lintas bahwa masing-masing aparat belum bekerja secara

profesional, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal sebagai berikut :

1. Metode Penegakan Hukum

a. Penerapan hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No.
22 Tahun 2009 belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti
penerapan terhadap pasal-pasal ancaman pidana pasal 273
sampai dengan pasal 317 maupun pasal-pasal yang mengatur
tentang pendidikan pengemudi seperti yang tertera pada pasal 78
sampai dengan pasal 79 juncto pasal 87 sampai dengan pasal 89.

b. Penjatuhan vonis oleh hakim terhadap pelaku pelanggaran lalu
lintas masinh mengacu pada tabel tilang (kesepakatan Diljapol)
tidak mengindahkan ancaman pidana yang tercantum pada

ketentuan yang diatur pada pasal-pasal yang tertera pada
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UndangUndang Nomor 22 Tahun 2009 dengan nominal denda
yang relatif sangat ringan sehingga vonis yang dijatuhkan tidak
memberikan efek jera bagi pelanggar yang dihukum.

c. Sistem tilang dan mekanisme proses peradilan terhadap
pelanggaran lalu lintas tidak dilaksanakan sebagaimana
mekanisme sidang pengadilan yang benar, bahkan terkesan asal-
asalan.

2. Sikap Penegakan Hukum

Adapun sikap penegak hukum lalu lintas adalah sebagai berikut :

a. Lemahnya etika moral dan profesionalisme sebagai aparat penegak
hukum serta sikap arogansi yang masih melekat dalam
melaksanakan tugas penegakan hukum.

b. Banyaknya penyimpangan yang dilakukan dengan cara melampau
batas wewenang, pungli, bertindak kasar dan tidak mencerminkan
sebagai sosok pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.

c. Lemahnya koordinasi antar aparat penegak hukum baik sesama
aparat penegak hukum di jalan maupun dengan unsur Sistem
Peradilan Pidana (Criminal Justice System/CJS).

3. Sarana dan Prasarana

Adapun beberapa hal tentang sarana dan prasarana yang
mempengaruhi peningkatan keselamatan lalu lintas adalah sebagai

berikut :
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a. Perlengkapan jalan seperti : rambu-rambu, marka jalan,
penerangan jalan dan tanda-tanda lalu lintas lain dirasakan masih
sangat kurang.

b. Mobilitas aparat penegak hukum yang tidak mengimbangi hakekat
ancaman.

c. Alat teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk tugas penegak
hukum, belum bisa dioperasionalkan secara yuridis.?®

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran lalu lintas
1. Pengertian Pelanggaran Lalu lintas

Pelanggaran berasal dari kata “langgar” yang berarti tempat
beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi,
melawan, menyerang, atau melanda. Sedangkan pelanggaran merupakan
tindak pidana yang ancaman hukumannya lebih ringan dari pada
kejahatan. pelanggaran lalu lintas merupakan tindakan yang dilakukan
oleh seseorang yang sedang mengemudikan kendaraan umum atau
kendaraan bermotor serta pejalan kaki yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.”® Apapun alasan pembenar
antaran kejahatan dan pelanggaran, yang pasti jenis pelanggaran itu lebih
ringan dari kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada
pelanggaran yang tidak diancam dengan pidana penjara, tetapi pidana
kurungan dan denda, sedangkan pada kejahatan lebih didominasi dengan

ancaman pidana penjara.

% Elfrida Ade Putri. (2020). Monograf Penegakan Hukum Lalu Lintas Dan
Angkutan Jalan Raya.

%Gede Krisna, Nyoman Gede Sugiarta & Nyoman Subamiya. (2021). Tindak
Pidana Pelanggaran Lalu Lintas dan Upaya Penanggulangannya pada Masa Pandemi
Covid-19. Jurnal Konstruksi Hukum, 2(2), h.338-343.
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Adapun dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas
dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu
lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas dan angkutan jalan, prasarana
lalu lintas dan angkutan jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan,
serta pengelolaannya. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang

diruang lalu lintas jalan”

Kegiatan berlalu lintas diperlukan suatu peraturan yang dapat
digunakan untuk menjadi pedoman masyarakat, sehingga pelanggaran
lalu lintas tidak terjadi. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan yang
bertentangan dengan lalu lintas dan atau peraturan-peraturan
pelaksaannya, baik yang dapat ataupun tidak dapat menimbulkan
kerugian jiwa atau benda dan juga kematian berlalu lintas. Pelanggaran
lalu lintas juga sering disebut dengan istilah tilang yang merupakan ruang
lingkup hukum pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?®®

Pelanggaran lalu lintas tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) akan tetapi ada yang menyangkut delik-delik yang
disebut dalam KUHP, misalnya karena kealpaannya menyebabkan
matinya sesorang (pasal 359), karena kealpaannya menyebabkan orang
lain luka berat, dan sebagainya (pasal 360).” Suatu Perundang-undangan

pada hakikatnya merupakan pencerminan kehendak pemerintah dan

“Fauzi Rahawarin. (n.d.). Implementasi Undang-Undang Rl nomor 22

tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Ambon.
Ibid.

*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
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masyarakat. Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme
pengendalian sosial vyaitu segala sesuatu yang dilakukan untuk
melaksanakan proses yang direncanakan untuk mendidik, mengajak,
bahkan memaksa para warga masyarakat agar menyesuaikan diri dengan

kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

2. Jenis-jenis pelanggaran
Adapun Kkelalaian atau jenis-jenis pelanggaran lalu lintas
diklasifikasikan menjadi tiga diantaranya;
a. Pelanggaran Berat
Jenis pelanggaran ini memiliki sanksi pidana maksimal enam bulan
atau lebih dan denda maksimal lebih dari Rp. 1 Juta rupiah.
Pelanggaran yang masuk Kkategori ini adalah merusak dan
mengganggu fungsi jalan dan balapan liar di jalan raya
b. Pelanggran sedang
Jenis yang masuk kelompok ini adalah pelanggaran yang
mendapat sanksi pidana maksimal 3-4 bulan atau denda
maksimal Rp. 500 ribu-Rp. 1 juta. Sedangkan jenis-jenisnya
mencakup tidak memiliki SIM, tidak konsentrasi saat berkendara,
dan menerobos pintu palang kereta api.
c. Pelanggaran Ringan
Pelanggaran yang masuk kategori ini cukup banyak. Kriteria untuk
yang satu ini adalah pidana maksimal 15 hari-2bulan atau denda
maksimal Rp. 100 ribu-Rp.500 ribu. Ada 40 jenis pelanggaran

yang masuk kategori ini, yaitu memakai aksesoris yang berbahaya
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di kendaraan, tidak memakai plat homor kendaraan, serta tidak

mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda.

Lalu, mobil yang tidak memenuhi syarat teknis, mobil yang tidak
layak jalan, melanggar rambu lalu lintas, melanggar alat pemberi isyarat
lalu lintas, melanggar batas kecepatan maksimal dan minimal, dan tidak
memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan. Selanjutnya, tidak dilengkapi
dengan surat keterangan uji berkala dan tanda lulus uji berkala, tidak
memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau
iIsyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat, dan
angkutan barang khusus yang tidak memenuhi ketentuan tentang
persyaratan keselamatan. Selain itu, angkutan umum barang yang tidak
mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, angkutan umum tidak
punya izin trayek dan izin barang khusus, mengganggu fungsi rambu,
marka jalan, dan alat pengaman pengguna jalan, dan tidak masuk ke

terminal .*°

3. Ketentuan Hukum Tentang Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas di
jalan yang dikategorikan sebagai pelanggaran lalu lintas, ketentuan-

ketentuan hukum itu adalah sebagai berikut:

*® Gusti Ngurah Alit Ardiyasah. (2016). Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran
Lalu Lintas Yang Di Lakukan Oleh Anak. Legal Opinion, 4(4), h. 1-18.
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Pasal 279

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang
dipasangi perlengkapan yang dapat mengganggu keselamatan berlalu
lintas sebagai mana dimaksud dalam pasal 58 dipidana dengan pidana
kurugan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak

Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan Bermotor di jalan yang tidak
dipasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh
Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
pasal 68 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua)

bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang
tidak memiliki Surat 1zin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam pasal
77 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan

atau denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara
tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu
keadaan yang mengakibatkan ganguan konsentrasi dalam mengemudi di

Jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dipidana dengan
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pidana atau denda kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling

banyak Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak

mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana

dimaksud dalam pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan

paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima

ratus ribu rupiah).

Pasal 285

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak

(2)

memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu petunjuk arah, alat pemantul
cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban
sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat
(2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1
(satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah).

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor beroda empat
atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis yang
meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu
tanda batas, dimensi badan kendaraan, lampu gandengan ,lampu
rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur

kecepatan, dalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper,
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penggandengan, penempelan, atau penghapus kaca sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (3) juncto pasal 48 ayat (2) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling

banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 291

(1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Bermotor tidak
mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

(2) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor yang membiarkan
penumpangnya tidak mengenakan helm sebagaimana dimaksud
dalam pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling
lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua

ratus limah puluh ribu rupiah).

Pasal 293

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan tanpa
menyalakan lampu utama pada malam hari dan kondisi tertentu
sebagimana dimaksud dalam pasal 107 ayat (1) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.

250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 294
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Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang akan
membelok atau berbalik arah, tanpa memberikan isyarat dengan lampu
penunjuk arah atau isyarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah).

Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di
Jalan sebagiamana dimaksud dalam pasal 115 huruf b dipidana dengan

pidana kurungan paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga jutarupiah).

Pasal 302

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Umum angkutan
orang yang tidak berhenti selain di tempat yang telah ditentukan,
mengetem, menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian,
atau melewati jalan selain yang ditentukan dalam izin trayek sebagaimana
dimaksud dalam pasal 126 dipidana dengan pidana kurungan paling lama
1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp. 250.000,00 (dua ratus lima

puluh ribu rupiah).*

*'Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
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D. Tinjauan Umum Tentang Kecelakaan Lalu Lintas
1. Pengertian Kecelakaan Lalu lintas

Kecelakaan adalah peristiwa di jalan yang tidak sangka-sangka atau
tidak di sengaja melibatkan kendaraan yang sedang bergerak dengan
atau tanpa penggunaan jalan lainnya, mengakibatkan korban manusia
atau kerugian harta benda.

Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian dimana sebuah kendaraan
bermotor bertabrakan dengan benda lain dan menyebabkan kerusakan.
Kadang kecelakaan ini dapat mengakibatkan luka-luka atau kematian
manusia atau binatang. Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian yang
sulit untuk diprediksi kapan dan dimana akan terjadinya. *

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sebagai berikut:

“Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak
diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa
pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau
kerugian harta benda.”™

2. Faktor Risiko Kecelakaan Lalu Lintas
Menurut Wartani Penyebap Kecelakaan Lalu Lintas dapat di
kelompokkan menjadi 5 unsur vyaitu faktor manusia, kendaraan,

pengemudi, pemakai jalan dan jalan.*

> Abadi Dwi Saputra. (2017). Studi Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas Jalan di
Indonesia Berdasarkan Data KNKT Komite Nasional Keselamatan Transportasi) Dari
Tahun 2007-2016. Warta Penelitian Perhubungan, 29(2), h. 180.

* Ppusat Pendidikan dan Pelatihan Jalan, Perumahan, Permukiman, Dan
Pengembangan Infastruktur Wilayah (2016). Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2016.

** Umi Enggarsasi & Nur Khalimatus Sa’'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), h. 241-244.
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a. Faktor Manusia, dalam hal ini adalah faktor penyebap dari adanya
kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu
lintas. Faktor manusia berkaitan dengan masalah disiplin berlalu lintas

dalam hal ini pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi

b. Faktor kendaraan, faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah
ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan
logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang
sudah aus tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan
faktor kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan,
perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi
faktor kendaraan perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan,
disamping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan
bermotor secara reguler.Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi
kendaraan bermotor, transmisi kendaraan bermotor, ban dari

kendaraan bermotor dan standar-standar safety lainnya.

Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan
lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat
dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau penggunaan
kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-sebab
terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor kendaraan
adalah sebagai berikut: Pertama, Perlengkapan Kendaraan: Alat-alat
rem tidak baik kerjanya, misal rem blong; Alat-alat kemudi tidak baik
kerjanya; Ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah; As muka

atau belakang patah. Kedua, Penerangan Kendaraan: Tidak memenuhi
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aturan penerangan; Menggunakan lampu yang menyilaukan
pengemudi kendaraan lain. Ketiga, Penggunaan kendaraan yang tidak
sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi
kapasitasnya atau overloaded.*

c. Faktor Pengemudi, kecelakaan yang disebabkan oleh pengemudi
karena pengemudi tidak konsentrasi, mengantuk, mengemudi sambil
menggunakan HP, mengutak-atik audio/video, mengobrol, melihat
iklan/reklame. Hal ini sangat kurang diperhatikan oleh para
pengendara, terutama paling banyak dilakukan oleh para remaja.
Korban dari penyebab ini sangatlah tidak sedikit, sehingga berkendara
sambil berbicara di telepon genggam sangat tidak dianjurkan. Namun,
bila sangat mendesak dan harus segera menjawab panggilan telepon,
usahakan untuk berhenti sejenak dan jangan mendengarkan musik
sambil menggunakan handsfree karena anda jadi tidak bisa mendengar
keadaan di sekeliling anda Kedudukan pengemudi sebagai pemakai
jalan adalah salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan.
Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan
mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat,
mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal setiap
pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelegensia,
dan karakter berbeda-beda. Perbedaan tersebut dipengaruhi oleh fisik,

umur, jenis kelamin, emosi, penglihatan, dan lain-lain. Beberapa kriteria

* Mustakim. (2020). Hukum Dan Kebijakan Transportasi Pemerintah
Profensi DKI Jakarta.
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pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah

sebagai berikut:

Pertama, Pengemudi mabuk atau drunk driver, yaitu keadaan di mana
pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol,

obat-obatan, narkotika dan sejenisnya.

Kedua, Pengemudi mengantuk atau lelah (fatigue or overly tired driver),
yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam
keadaan lelah atau mengantuk akibat kurang istirahat sedemikian rupa
sehingga mengakibatkan kurang waspada serta kurang tangkas

bereaksi terhadap perubahan- perubahan yang terjadi.

Ketiga, Pengemudi lengah atau emotional or distracted driver, yaitu
keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam
keadaanm terbagi konsentrasinya karena melamun, ngobrol,
menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan-kiri, dan lain-

lain.

Keempat, Pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil (unskilled
driver), yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan
kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan
pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan
didepannya, dan sebagainya. Selain pengemudi, pemakai jalan lainnya
yaitu pejalan kaki (pedestrian) juga dapat menjadi penyebab
kecelakaan. Hal ini dapat ditimpakan pada pejalan kaki dalam berbagai

kemungkinan, seperti menyeberang jalan pada tempat atau pun waktu
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yang tidak tepat (tidak aman), berjalan terlalu ke tengah dan tidak

berhati-hati.

. Faktor Pemakai Jalan, Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah
kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah
pegunungan ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi
permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan
adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakai jalan terutama

bagi pengguna jalan.

Sebagai landasan bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu
direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu
pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang.
Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan
dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup,
bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain
sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab

terjadinya kecelakaan lalu-lintas.

Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan
terjadinya kecelakaan, adalah: a. Kerusakan pada permukaan jalan
(misalnya, terdapat lubang besar yang sulit dihindari pengemudi); b.
Konstruksi jalan yang rusak/tidak sempurna (misalnya letak bahu jalan
terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan, lebar
perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit); c. Geometrik jalan yang

kurang sempurna (misalnya, superelevasi pada tikungan terlalu curam
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atau terlalu landai, jari-jari tikungan terlalu kecil, pandangan bebas
pengemudi terlalu sempit, kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal
kurang sesuai, penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain

lain).

e. Faktor Alam, Selain empat faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain
yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya faktor
alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya
kecelakaan, faktor cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya
kecelakaan lalu lintas adalah faktor cuaca hujan yang dapat
mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan.
Asap dan kabut pun dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di

daerah pegunungan.

Hukum merupakan suatu upaya dari pemerintah untuk
melindungikepentingan warga. Penegakan hukum menjadi upaya dari
aparatur dalammenjamin dan memastikan bahwa aturan hukum berjalan
sesuai denganundang-undang atau aturan yang telah ditentukan.
Sehubungan dengan hukumlalulintas,penegakan hukum perlu untuk
diterapkan. Penegakan hukumlalulintasmemerlukan kerjasama diantara
semua pihak, yaitu dari dinas perhubungandanaparat kepolisian.
Kerjasama tersebut diperlukan dalamusaha menanggulangi masalah lalu
lintas jalan, khususnya yang berkaitan dengan masalah pelanggaranlalu

lintas jalan.®

*Maria Widiyanti Suci Palupi. (2022). Terhadap Penegakan Hukum Di Indonesia
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E. Peran Penegak Hukum dalam Menanggulangi Lalu Lintas

Dalam rangka mengisi pembangunan hukum perdasarkan ketetapan
tentang garis-garis besar haluan negara, telah dinyatakan bahwa asas-
asas pembangunan nasional antara lain menyebutkan tentang asas
kesadaran hukum. Penegasan asas tersebut dimaksudkan bahwa setiap
Warga Negara Indonesia harus selalu dan taat kepada hukum, dan
mewajidkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum.*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Indonesia yang merupakan
negara berkembang telah menempuh garis kebijaksanaan sebagai negara
hukum dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata.
Oleh karena itu, maka sistem pemerintahan negara berdasarkan
penjelasan tentang Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, antara lain
menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas hukum (Rechtaat)
tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat). Di samping itu,
pemerintahan berdasarkan atas sistem konstitusi atau hukum dasar dan

tidak bersifat absolut-tisme atau kekuasaaan yang tidak terbatas.

Dengan demikian, maka sebagai konsekuensi logis dari ketentuan
yang dimaksud, terlihat bahwa asas kesadaran hukum merupakan salah
satu asas yang perlu diperioritaskan dalam pembangunan Nasional pada
masa kini maupun dimasa mendatang. Asas kesadaran hukum berarti
menyadarkan setiap warga negara untuk selalu taat kepada hukum, di

samping itu diwajibkan dan menjamin jalannnya atau proses kepastian

*’Maxtry Parante. (2016). Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengandara Sepeda Motor Di
Wilayah Hukum Sektor Tampan. JOM Fakultas Hukum, 3(1), h. 1-15.
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hukum. Berdasarkan uraian tersebut, maka peranan aparatur pemerintah
terutama instansi yang menangani langsung tentang masalah hukum
kiranya perlu ditingkatkan pola kerjanya secara terus menerus, sehingga
dapat mencapai hasil guna dengan tingkat yang maksimal. Peranan
aparatur pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum

menjadi tanggung jawab instansi penegak hukum.*®

Lalu lintas dan angkutan jalan mempumyai peran stategis dalam
mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari
upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.%

Dalam Undang-Undang ini, pembinaan bidang lalu lintas dan
angkutan jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi

terkait sebagai berikut:

1. Urusan pemerintahan dibidang prasarana jalan, oleh kementerian
yang bertanggung jawab dibidang jalan.

2. Urusan pemerintahan dibidang sarana dan prasarana lalu lintas
dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab
dibidang sarana dan prasana lalu lintas dan angkutan jalan.

3. Urusan pemerintahan dibidang pengembangan industri lalu lintas
dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab

dibidang industri.

*Maxtry Parante. (2016). Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penegakan Hukum
Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Pengandara Sepeda Motor Di
Wilayah Hukum Sektor Tampan. JOM Fakultas Hukum, 3(1), h. 1-15.

*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. (naskah sesuai
lembaran negara republik indonesia, nomor. 75. 1959)
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4. Urusan pemeritahan dibidang pengembangan teknologi lalu lintas
dan angkutan jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab
dibidang teknologi.

5. Urusan pemerintahan dibidang regional dan identifikasi kendaraan
bermotor dan pengemudi, penegakan hukum, operasional
manajemen dan rekayasa lalu lintas , serta pendidikan berlalu

lintas oleh kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Istilah kepolisian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah
urusan Polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan polisi. Dalam
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, pada Pasal 1 Butir 1. Kepolisian adalah segala hal
ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 2.** fungsi Kepolisian
adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan
keamanan dan ketertiban masyarakat. Dari pengertian istilah Kepolisian
adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan organ polisi
dalam melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan di bidang
pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum,

perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.*

*“Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

*'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

*H.R. Abdussalam, (2007). Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam
Disiplin Hukum. In Restu Agung, h. 1-154
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Tujuan polisi lalu lintas sendiri sebagai pemantau pemerintah,
khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan peraturan angkutan
umum (transportasi dan pembinaan di bidang lalu lintas adalah unsur
pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup
penjagaan, pengaturan, pengawalan, patrol, penyidikan kecelakaan lalu
lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas, guna memelihara

keamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas.

Pelayanan kepada masyarakat di bidang lalu lintas dilaksanakan
juga untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena dalam
masyarakat modern lalu lintas merupakan faktor utama pendukung
produktivitasnya. Dalam lalu lintas banyak masalah atau gangguan yang
dapat menghambat dan mematikan proses produktivitas masyarakat
Seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun tindak pidana yang

berkaitan dengan kendaraan.*?

Dalam masyarakat modern dituntut adanya produktivitas masyarakat
seperti yang dijelaskan seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan maupun
tindak pidana yang berkaitan dengan kendaraan. Untuk mengatur dan
menjaga keteraturan sosial dalam masyarakat diperlukan adanya aturan,
norma yang adil dan beradab. Untuk menegakkan aturan tersebut, polisi
mengajak masyarakat untuk mematuhi serta menyelesaikan berbagai

masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Maka dari itu diperlukan

** Eko Soponyono. (2013). Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Perilaku
Masyarakat Terhadap Hukum Dalam Berlalu Lintas.
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suatu institusi yang dapat bertindak sebagai wasit yang adil salah satunya

adalah polisi.*

Menurut Rahardjo, sosok polisi yang ideal di seluruh dunia adalah
polisi yang cocok dengan masyarakat. Oleh karena itu, untuk
merealisasikan wawasan kebangsaan itu, Kepolisian Republik Indonesia
mengutamakan tiga tugas utama yaitu perlindungan, pengayoman, dan
pelayanan. Tiga tugas utama polri hanya dapat diemban berdasarkan
kesetiaan seluruh jajaran anggota polri untuk bekerja sesuai dengan etik
profesi ideal tersebut. Tugas perlindungan, pengayoman, dan pelayanan
telah dijabarkan dan diaktualisasikan dalam setiap periode kepemimpinan

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (KAPOLRI).*

Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memainkan perannya
dalam sejarah perjuangan bangsa, khususnya pada masa periode
Kemerdekaan dan Orde Baru. Polri senantiasa mempunyai peran besar
dalam mengisi kemerdekaan terutama dalam operasi keamanan dan
ketertiban bagi masyarakat Peran polisi dalam struktur kehidupan
masyarakat sebagai pengayom masyarakat, penegakan hukum,
mempunyai tanggung jawab hukum, mempunyai tanggung jawab khusus
untuk memelihara pencegahan kejahatan agar anggota masyarakat dapat

hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tenteram.*®

*“Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. In UKI Press, h. 1-177
*Yoyok Ucuk Suyono (2014). Hukum Kepolisian Kedudukan Polri dalam Sistem
Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. In Laksbang Grafika h. 1-228.
**Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum dalam Jagat Ketertiban. In UKI Press, h. 1-177
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BAB Il
METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data agar
dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan mempelajari,
menganalisa dan memahami keadaan lingkungan  ditempat

dilaksanankannya suatu penelitian.

A. Tipe Penelitian

Dalam rangka mendapatkan data-data yang diperlukan untuk
penyelesaian dan pembahasan penelitian ini secara keseluruhan agar
mendapatkan hasil yang ilmiah, maka penulis menggunakan metode
yuridis empiris. Metode yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum
dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di
lapangan baik berupa informasi yang didasarkan pada identifikasi hukum
dan efektifitas hukum,*” yang didapat melalui wawancara dengan
Satlantas Polres kabupaten Jeneponto mengenai Upaya Penegakan
Hukum Terhadap Peningkatan Pelanggaran Lalu Lintas di daerah
Jeneponto.
B. Lokasi Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di Satlantas
Polres Jeneponto.

Adapun alasan memilih lokasi penelitian di daerah Jeneponto karena
perkembangan pengguna kendaraan dan banyaknya kasus pelanggaran

lalu lintas jalan dan juga mengakibatkan kecalakaan lalu lintas Selain itu

“Mukti Fajar, & Yulianto Achmad. (2020). Dualisme Penelitian Hukum Normatif
Dan Empiris
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alasan melakukan penelitian di daerah Jeneponto karena terjadi
peningkatan pelanggaran lalu lintas dan kurangnya kesadaran masyarakat
tentang pentingnya kelengkapan dalam berkendara di daearah Jeneponto.
C. Populasi dan Sampel
Populasi diartikan sebagai seluruh unsur atau elemen yang menjadi
objek penelitian. Adapun populasi dalam penelitian ini seluruh polisi pada
satuan lantas Polres Jeneponto dan masyarakat di daerah Jeneponto.
Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki

oleh populasi secara nyata di teliti dan di tarik kesimpulan.*®* Sampel
dalam penelitian ini adalah pihak yang akan di wawancarai Kepala Urusan
Pembinaan Operasi (KBO) Lantas Polres Jeneponto, Kanit Satlantas
Polres Jeneponto, 1 orang anggota polisi lalu lintas dan 3 masyarakat
setempat.
D. Jenis dan Sumber Data

Bahan penelitian hukum penulis disajikan dalam bentuk data primer
dan data sekunder yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang
dikaji terdiri dari :
1. Data Primer

Bahan hukum primer yaitu data yang bersumber dari bahan-bahan
hukum primer yang di peroleh dari lokasi penelitian dengan menggunakan

wawancara terhadap pihak Polres Jeneponto dan masyarakat setempat.

8 Sukiati. (2016). Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar.

44



2. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan hukum sekunder yang

erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang digunakan oleh

peneliti dan dapat membantu analisis dan memahami bahan hukum

primer, seperti peraturan perundang-undangan yaitu Undang- Undang

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, buku-buku,

jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian.*°

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara yaitu

a.

Studi Lapangan

Penulis melakukan studi lapangan dengan wawancara
langsung kepada informan dalam bentuk pertanyaan secara
terbuka kepada responden. Pertanyaan terbuka merupakan
daftar pertanyaan dalam bentuk terbuka merupakan daftar
pertanyaan yang tujuannya agar responden dapat menyatakan
pendapatnya secara leluasa sesuai dengan permasalahan
penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari IPTU Sudirman
Muhammad KBO lantas Satlantas Polres Jeneponto, Kanit
Satlantas Polres Jeneponto, 1 anggota polisi lalulintas dan

masyarakat setempat.

* Muhaimin. (1959). Metode Penelitian Hukum.
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b.  Studi Kasus
Penulis mempelajari dan mengkaji berbagai macam literatur
kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian ini untuk

dijadikan sebagai landasan teoritis.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari penelitian baik dari primer maupun data
sekunder akan dianalisis secara yuridis empiris. Maksudnya dimana data
yang diperoleh dan di kumpulkan, diolah terlebih dahulu kemudian
menjabarkannya dengan kalimat-kalimat sehingga diperoleh bahasa atau
paparan yang sistematis dan dapat dimengerti. Dengan analisis tersebut
diharapkan pada akhirnya peneliti dapat menjabarkan terkait penegakan
hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Daerah Jeneponto. Dan

menghasilkan suatu kesimpulan terkait masalah.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Lalu Lintas di
Daerah Jeneponto

Terjadinya berbagai bentuk pelanggaran lalu lintas di daerah

Jeneponto dipicu oleh beberapa faktor sebagai berikut.

1. Faktor manusia (masyarakat)

Manusia sebagai pemakai jalan yaitu sebagai pejalan kaki dan
pengendara kendaraan baik kendaraan bermotor maupun kendaraan tidak
bermotor merupakan unsur yang dominan penyebab terjadinya
pelanggaran lalu lintas bahkan sampai yang mengakibatkan kecelakaan,
berbagai tindak pelanggaran lalu lintas paling banyak disebabkan oleh
faktor manusia itu sendiri.

Interaksi antara faktor manusia, kendaraan, dan jalan sangat
bergantung dari perilaku manusia sebagai pengguna jalan. Kurangnya
kesadaran masyarakat terhadap kesadaran hukum berlalu lintas seringkali
mempengaruhi terjadinya masalah-masalah lalu lintas seperti pelanggaran
lalu lintas bahkan menyebapkan kecelakaan lalu lintas.

Hal ini juga di pertegas oleh pernyatan dari KBO satuan lantas
polres jeneponto atau Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas Polres

Jeneponto, beliau mengatakan bahwa:

“Jadi faktor ini biasa di sebapkan karena manusianya sendiri kurang
disiplin dalam berlalu lintas, dan coba kita lihat, seandainya kita dari

rumah dan meninggalkan rumah kita meakai kendaraan, kita lihat dulu
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apakah saya sudah lengkap atau tidak, apakah saya sudah lengkap
dalam berkendara? Kelengkapaan berkendara yang dimaksud vyaitu
STNK, SIM, helm, memakai jaket dan perlengkapan lainnya. tentunya hal
ini dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan serta keterampilan yang baik
dan juga kesadaran hukum dari para pengendara sepeda motor

khususnya di daerah Jeneponto.” (wawancara 26 januari 2023)

Kemudian ini juga di pertegas oleh pernyataan kanit lantas polres

jeneponto, beliau mengatakan bahwa:

“Sering terjadinya pelanggaran lalu lintas itu faktor utamanaya human eror

atau penyebap manusia.” (wawancara 30 januari 2023)

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap KBO satuan
lalu lintas polres Jeneponto yaitu Iptu Sudiman Muhammad S.H. adapun
jenis pelanggaran lalu lintas terkait faktor manusia yang terjadi di Daerah

Jeneponto diantaranya terdiri dari :

a) Jenis Pelangaran Karena Tidak Menggunakan Helm

Alasan pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran jenis ini
dikarenakan kurang memetingkan keamanan dalam berkendara serta

kurangnya pengetahuan akan fungsi helm tersebut.

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah
melanggar pasal 106 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Setiap orang yang

48



mengemudikan Sepeda Motor dan Penumpang Sepeda Motor wajib

mengenakan helm yang memenuhi standar nasional Indonesia.”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada
pasal 291 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan jalan yang menyatakan:

“Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan
helm sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak

Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”°

b) Jenis Pelanggaran karena Tidak Mematuhi Kelengkapan
Komponen kendaraan
Data yang berhasil di peroleh dapat di ketahui pelanggaran terkait
kelengkapan komponen kendaraan di daerah jeneponto Hal ini juga di
pertegas oleh pernyatan dari anggota satuan lantas polres jeneponto atau
Kepala Urusan Pembinaan Operasi Lantas polres jeneponto, beliau
mengatakan bahwa: “Kalau di jeneponto yang paling banyak itu
pengandara-pengendara yang tidak menggunakan helm, terus kenal pot
bising ,terus (motor yang tidak lengkap seperti melepas kaca spionnya.
Plat nomornya). Alasan pengendara sepeda motor melakukan
pelanggaran jenis ini dikarenakan sengaja tidak melengkapi komponen

sepeda motor agar terlihat gaul, keren sehingga sepeda motor mereka

*®Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).
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tidak dijadikan bahan ledekan oleh teman-temannya, rata-rata
pelanggaran jenis ini terjadi pada pengendara usia muda yang hobi
memodifikasi dan bergabung dengan komunitas sepeda motor namun
tidak mengindahkan peraturan tentang kelengkapan komponen
kendaraan.”(wawancara 30 januari 2023)

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah
melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang

Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi :

“Persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
oleh kinerja minimal Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-

kurangnya terdiri atas :

a) Emisi gas buang

b) Kebisingan suara;

c) Efesiensi sistem rem utama;

d) Efesiensi sistem rem parkir;

e) Kincup roda depan;

f) Suara klakson;

g) Daya pancar dan arah sinar lampu utama,;

h) Radius putar;

i) Akurasi alat petunjuk kecepatan;

]) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan

k) Kesesuaian data mesin penggerak terhadap berat kendaraan.”
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Ketentuan pidana tersebut di pertegas pada pasal 285 ayat 1
Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

jalan yang menyatakan :

“‘Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak
memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion,
klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul
cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2)
dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan
atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu

»51

rupiah).

c) Jenis Pelanggaran karena Tidak Dapat Menunjukan Surat Tanda
Nomor Kendaraan (STNK) Maupun Surat Izin Mengemudi (SIM)
Hal ini sudah di tegaskan oleh bapak Sudirman muhammad S.H
Selaku KBO Lnatas polrs jeneponto dia mengatakan bahwa: “khusus
untuk pelanggaran STNK dan SIM ini biasa terjadi karena pengendara
yang lupa membawa dan belum memperpanjang masa aktif STNK
maupun SIM tersebut”
Hal ini memang juga biasa terjadi di masyarakat, menurut salah
satu masyarakat di daerah jeneponto mengatakan bahwa: “faktor yang

menyebapkan pelanggaran pertama barangkali karna faktor buru-buru,

*! ndang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).
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kalau misalnya kita buru-buru berangkat kadang lupa bawa perlengkapan
seperti SIM dan STNK kendaraan”

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah
melanggar pasal 106 ayat 5 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Pada saat diadakan
pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan setiap orang yang
mengemudikan Kendaraan Bermotor wajib menunjukkan:

a. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba
Kendaraan Bermotor.

b. Surat Izin Mengemudi;

c. Bukti lulus uji berkala; dan/atau

d. Tanda bukti lain yang sabh.

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada
pasal 288 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan jalan yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan
Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor
yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”?

*? Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).
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d) Pelanggaran karena jumlah penumpang lebih dari 1 (satu)

Hal ini sudah di tegaskan oleh kanit lantas polres jeneponto dia
mengatakan bahwa: “Biasanya itu tidak menggunakan helm, kemudia
masi banyak yang melawan arus dan (pelangaran penumpang lebih dari
satu). kemudia nuntuk roda empat itu masi banyak yang tidak bisa
melengkapi kelengkapan-kelengkapan surat berkendaranya”. Jenis
pelanggaran ini tergolong kecil dalam hal 53 penindakan karena pada
prakteknya di lapangan, Polisi kerap kali mengimplementasikan diskresi
terhadap pelanggar jenis ini dan alih-alih memberlakukan tilang bagi
pelanggar, Polisi justru lebih sering melakukan teguran.

Pelanggaran ini termasuk melanggar Pasal 106 ayat 9 Undang-
Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang
menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tanpa
kereta samping dilarang membawa Penumpang lebih dari 1 (satu) orang.”

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada
Pasal 292 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan
Angkutan jalan yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan
Sepeda Motor tanpa kereta samping yang mengangkut Penumpang lebih
dari 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (9)
dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1(satu) bulan atau denda

paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”>®

> Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).
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e) Jenis Pelanggaran karena Menerobos Rambu Lalu Lintas / Marka

Jalan

Hal ini sudah di tegaskan oelh anggota satuan lalu lintas polres
jeneponto dia menyatakan bahwa: “pelanggran yang biasa terjadi di
daerah jeneponto seperti tidak menggunakan helm, (melanggar rambu-
rambu lalu lintas), melawan arus. yang paling banyak sekarang itu tidak
mekai helm dan mngunakan kenalpot bising. Kemudian untuk roda empat
biasa ada mobil yang muatannya berlebihan dan kebanyakan
pelanggaran roda empat biasanya belum membayar pajak”.

Pelanggaran ini diatur dalam Pasal 106 ayat 4 UndangUndang
No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang
menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di
Jalan wajib mematuhi ketentuan:

a. Rambu perintah atau rambu larangan;

b. Marka Jalan;

c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;

d. gerakan Lalu Lintas;

e. berhenti dan Parkir;

f. peringatan dengan bunyi dan sinar;

g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau

h. tata cara penggandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada
pasal 287 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

dan Angkutan jalan yang menyatakan: “Setiap orang yang mengemudikan
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Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau
larangan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf a atau Marka Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf b dipidana dengan
pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda palingbanyak
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.>

2. Faktor Kendaraan

Kendaraan merupakan salah satu faktor yang secara langsung
terlibat dalam dinamika lalu lintas jalan raya dengan dikendalikan oleh
manusia, interaksi antara manusia dan kendaraan dalam satu kesatuan
gerak di jalan raya memerlukan penanganan khusus baik terhadap
mental, pengetahuan dan keterampilan pengemudi maupun kesiapan (laik
jalan) kendaraan tersebut untuk dioperasionalkan di jalanraya. Dari hasil
wawancara dan pengamatan, faktor kendaraan yang sering terjadi adalah
terkait ban pecah, rem tidak berfungsi sebagaimana seharusnya,
kelelahan logam yang mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan
yang seharusnya sudah diganti serta tidak adanya kelengkapan
kendaraan seperti lampu utama, lampu rem, lampu ratting, plat nomor
kendaraan, ban tidak sesuai setandar dan kelengkapan kendaraan

lainnya.>

** Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).

> Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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Pelanggaran lalu lintas terkait faktor kendaraan yang sering terjadi di
Daerah Jeneponto ialah terkait kelengkapan komponen kendaraan. Faktor
kendaraan ini sendiri menjadi faktor kedua terbanyak setelah faktor
manusia. faktor kendaraan sangat berhubungan erat dengan teknologi
yang digunakan, perawatan yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk
faktor kendaran perawatan dan perbaikan sebuah kendaraan sangat
diperlukan, di samping itu adanya kewajiban untuk melakukan pengujian

kendaraan bermotor perlu dilakukan secara teratur.

Seperti yang dikatakan Bapak iptu Sudirman Muhammad S.H. KBO
lantas polres jeneponto mengatakan bahwa : “Faktor kendaraan
merupakan hal yang tidak kalah penting di dalam berlalu lintas namun
terkadang masyarakat kurang mempunyai rasa kepedulian terhadap
keamanan berkendara hal ini terlihat dari bagaimana cara masyarakat
merawat motor. Dari hasil operasi lalu lintas yang dilakukan oleh satuan
kami banyak di temukan banyak masyarakat yang menggunakan motor
tanpa melangkapi dengan komponen-komponen kelangkapan motor
seperti lampu rem, kaca sepion, ban yang tidak sesuai standar dan yang

lainnya.” ( wawancara 26 januari 2023 )

Dari hasil penelitian, umumnya pelanggaran lalu lintas terkait faktor
kendaraan ini banyak ditemukan pada pengendara motor di usia remaja
dan dewasa, hal ini dikarenakan banyaknya pengendara usia dewasa di
daerah jeneponto yang hobi memodifikasi sepeda motornya tanpa
mematuhi kelengkapan komponen sepeda motor. Seperti yang dikatakan

oleh seorang pelanggar lalu lintas yang bernama Fikram Haikal
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mengatakan bahwa: “Ada beberapa pelanggaran yang biasa saya
langgar, terutama pelanggran motor yang tidak lengkap, karna kebetulan
saya mempunyai motor yang tidak lengkap. Dan terkadang saya
berkendara tidak menggunakan helm, selain itu ban motor saya tidak
sesuai ukuran, tidak adanya lampu rem belakang dan knalpot yang tidak
sesuai , alasan saya tidak melengkapi komponen kendaraan karena saya
ingin motor saya terlihat gaul selain itu saya juga malu kalau komponen
motor saya lengkap malah nantinya hanya akan dijadikan bahan ledekan
teman-teman saya” pelanggaran ini saya biasa lanngar sekali-kali dan
tidak sering” (wawancara, 22 januari 2023).

Jenis pelanggaran tersebut tentunya pengendara motor telah
melanggar pasal 48 ayat 3 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang
Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang berbunyi : “Persyaratan laik jalan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh kinerja minimal
Kendaraan Bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri atas:

a. Emisi gas buang

b. Kebisingan suara;

c. Efisiensi sistem rem utama;

d. Efisiensi sistem rem parkir;

e. Kincup roda depan;

f. Suara klakson;

g. Daya pancar dan arah sinar lampu utama;
h. Radius putar;

i.  Akurasi alat penunjuk kecepatan;
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j. Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban; dan
k. Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan.

"Hal tersebut diatas juga dipertegas oleh ketentuan pidana pada
pasal 285 ayat 1 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
dan Angkutan jalan yang menyatakan : “Setiap orang yang
mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan
teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama,
lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur
kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana
dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling
banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).”®

Dari pemaparan jenis pelanggaran terkait faktor kendaraan di atas
dapat disimpulkan pelanggaran terkait faktor kendaraan tersebut
disebabkan oleh beberapa alasan diantaranya, ingin terlihat lebih keren,
gaul, serta kurangnya informasi akan permberlakuan peraturan baru.

Selain adanya faktor penyebab pelanggaran lalu linats di daerah
jeneponto, adapun terjadinya berbagai bentuk Kecelakaan lalu lintas di
kabupaten jeneponto di picu oleh beberapa faktor. Berdasarkan hasil
wawancara yang telah dilakukan terhadap Kepala urusan Pembinaan
Operasi Lalu lintas (KBO), kanit lalu lintas dan aggota lalu lintas polres

jeneponto serta beberapa masyarakat yang ada di Jeneponto. Adapun

**Undang-Undang Repoblik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas
Dan Angkutan Jalan. ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). (2009).
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Faktor kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Daerah Jeneponto
diantaranya terdiri dari :

a) Faktor Manusia

dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu
lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Faktor
manusia berkaitan dengan masalah disiplin berlalu lintas dalam hal ini
pejalan kaki, penumpang sampai pengemudi.”” Hal ini juga sudah di
nyatakan kepada bapak KBO Satuan lalu lintas polres jeneponto bahwa :
“Jadi untuk kecelakaan ini ya sering terjadi karena di sebapkan oleh faktor
manusia sendiri, mungkin dia tidak menegtahui peraturan rambu-rambu
sehingga terjadi kecelakaan, dan kurangnya pendidikan tentang lalu lintas
sehingga masyarakat yang menggunakan kendaraan bisa saja terjadi
kecelakaan, jadi kecelkaan ini terjadi karna diawali dari pelanggaran, bisa
kita liat di daerah jeneponto ini dari tahun ketahun hampir setiap hari ada
terjadi kecelakaan karna rata-rata dalam satu bulan itu kalau kita lihat di
dalam data laporan kecelakaan biasa sampai 40 kasus kecelakaan dalam
satu bulan, jadi kalu kita hitung perhari di perkirakan ada 2 sampai 3
kasus kecelakaan”. dalam hal ini adalah faktor penyebab dari adanya
kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor Manusia. Kajian
perbaikan yang harus dilakukan adalah dengan cara memberikan
penyuluhan atau sosialisasi kepada seluruh masyarakat agar selalu

mentaati peraturan lalu lintas. Dengan sosialisasi maka diharapkan

*” Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa’diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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masyarakat lebih patuh dan dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi
karena faktor kesalahan manusia.”®

b) Faktor Kendaraan

Faktor kendaraan yang paling sering terjadi adalah ban pecah, rem
tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang
mengakibatkan bagian kendaraan patah, peralatan yang sudah harus
tidak diganti, dan berbagai penyebab lainnya. Keseluruhan faktor
kendaraan sangat terkait dengan teknologi yang digunakan, perawatan
yang dilakukan terhadap kendaraan. Untuk mengurangi faktor kendaraan
perawatan dan perbaikan kendaraan diperlukan, disamping itu adanya
kewajiban untuk melakukan pengujian kendaraan bermotor secara
reguler.Kelayakan jalan kendaraan bermotor, kondisi kendaraan bermotor,
transmisi kendaraan bermotor, ban dari kendaraan bermotor dan standar-
standar safety lainnya.*

Hal ini juga sudah di tegaskan oleh bapak kanit lantas polres
jeneponto dia menyatakan bahwa: “Sering terjadinya pelanggaran lalu
lintas itu faktor utamanaya human eror atau penyebap manusia kemudian
yang biasa terjadi itu karna faktor kendaraan, banyak kasus kecelkaan
yang sudah terjadi di karenakan kendaraan ini, kendaraan tersebut biasa
mengalami rem blong, ban pecah, dan paling sering terjadi di malam hari
apa bila lampu penerangan tidak berfungsi atau lampu penegmudi yang

menyilaukan pengendara lainnya”. (wawancara 30 januari 2023)

*®Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelasléaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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Jadi Kendaraan juga dapat menjadi faktor penyebab terjadinya
kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya,
sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak jalan atau
penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan. Adapun Sebab-
sebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh faktor
kendaraan adalah sebagai berikut: Pertama, Perlengkapan Kendaraan:
Alat-alat rem tidak baik kerjanya, misal rem blong; Alat-alat kemudi tidak
baik kerjanya; Ban atau roda kondisi kurang baik atau ban pecah; As
muka atau belakang patah. Kedua, Penerangan Kend araan: Tidak
memenuhi aturan penerangan; Menggunakan lampu yang menyilaukan
pengemudi kendaraan lain. Ketiga, Penggunaan kendaraan yang tidak
sesuai dengan ketentuan, misalnya kendaraan diberi muatan melebihi
kapasitasnya atau overloaded.®

Dari hasil analisa tersebut maka harus ada kontrol dari aparat terkait
dalam uji kelayakan kendaraan guna meminimalisir angka kecelakaan.

c) Faktor Jalanan

Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana
jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan ada
tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan
yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan
dapat membahayakan pemakai jalan terutama bagi pengguna jalan.

Ada beberapa hal dari bagian jalan yang dapat menyebabkan

terjadinya kecelakaan, adalah:

®Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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a. Kerusakan pada permukaan jalan (misalnya, terdapat lubang
besar yang sulit dihindari pengemudi);

b. Konstruksi jalan yang rusak/tidak sempurna (misalnya letak bahu
jalan terlalu rendah bila dibandingkan dengan permukaan jalan,
lebar perkerasan dan bahu jalan terlalu sempit);

c. Geometrik jalan yang kurang sempurna (misalnya, superelevasi
pada tikungan terlalu curam atau terlalu landai, jari-jari tikungan
terlalu kecil, pandangan bebas pengemudi terlalu sempit,
kombinasi alinyemen vertikal dan horizontal kurang sesuali,
penurunan dan kenaikan jalan terlalu curam, dan lain lain).

Hal ini juga sudah di tegaskan oleh bapak KBO lantas polres
jeneponto manyatakan bahawa: Jadi Perlu di ketahui bahwa kondisi jalan
di jeneponto ini mulai dari perbatasan takalar jeneponto sampai jeneponto
ke bantaeng, sebagian ada yang rusak yang di perkirakan banyak
berlubang karna di sebapkan cuaca atau hujan dan sehingga bisa
mengakibatkan penegndara yang tidak berhati” kemungkikan bisa terjadi
kecelakaan. kemudian kondisi jalanan yang ada di pedasan itu termasuk
di pegunungan yang ada di jeneponto kurangnya media jalan yang bisa
memberitahuan masyararakat akan hati-hatinya untuk berkendara. Jadi
kondisi jalanan yang ada di jeneponto ini saya rasa hampir 60% rusak
atau berlubang. (wawancara 26 januari 2023)

Kemudian hal ini juga dinyatakan kepada salah satu masyarakat

yang ada di daerah jeneponto mengatakan bahwa: “Kalau menurut saya

®. Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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kondisi jalanan yang ada di daerah jeneponto ini sangat rawan terjadi,
kecelakaan dikarenakan banyaknya lubang-lubang yang ada di tengah
jalanan. Khususnya di jalanan yang gelap tanpa adanya penerangan
lampu jalanan”. (wawancara 22 januari 2023)

Sebagai landasan bergeraknya suatu kendaraan, jalan perlu
direncanakan atau didesain secara cermat dan teliti dengan mengacu
pada gambaran perkembangan volume kendaraan di masa mendatang.
Desain jalan harus sesuai dengan spesifikasi standar dan dikerjakan
dengan cara yang benar serta memperoleh pemeliharaan yang cukup,
bertujuan untuk memberikan keselamatan bagi pemakainya. Di sisi lain
sifat-sifat jalan juga berpengaruh dan dapat menjadi penyebab terjadinya
kecelakaan lalu-lintas.®?

d) Faktor Alam

Selain toga faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut
menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Seperti halnya faktor alam, misalnya
cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan, faktor
cuaca yang dimaksud menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas
adalah faktor cuaca hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang
pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut pun dapat
mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan.®

Hal ini juga sudah di tegaskan oleh salah satu angota satuan lantas

polres jeneponto dia mengatakan bahwa: “Faktor lain terjadinya

%2 Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecela}algaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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kecelakaan yaitu karena faktor cuaca, cuaca yang sering terjadi di daerah
jeneponto sendiri biasanya seperti hujan yang terus menerus terjadi, angin
kencang dan panas terik matahari yang berkepanjangan. Hal ini tentunya
bisa mempengaruhi pengendara dalam mengendarai kendaraan.”
(wawancara 26 januari 2023)

Berdasarkan dari hasil analisa yang dilakukan Ditlantas polres
jeneponto yang termasuk dalam faktor jalan sebagai faktor penyebab
kecelakaan lalu lintas adalah Kondisi alam seperti bencana alam (banijir,
gempa, tanah longsor, tsunami, angin topan, dan sebagainya), cuaca
buruk dan kabut tebal. Faktor alam adalah faktor yang tidak dapat kita
kendalikan secara keseluruhan. Namun kita masih dapat juga
meminimalisir agar tidak banyak korban kecelakaan yang terjadi karena
faktor alam, misalkan pada saat terjadinya bencana banjir, tanah longsor,
angin topan, dan lain-lain sehingga para pengemudi kendaraan harus
waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam.

B. Upaya Penegakan Hukum dalam Mencegah dan Menanggulangi

Pelanggaran dan Kecelakaan Lalu Lintas

Anggota polisi lalu lintas dari jajaran Satlantas Polres Jeneponto
selalu menggunakan dua metode dalam menanggulangi pelanggaran lalu
lintas, metode tersebut diantaranya metode preventif dan metode represif.
Jumlah personil satuan lalu lintas di Polres Jeneponto yaitu 41 Personil
dengan tugas yang berbeda-beda yang di pimpin langsung oleh Kasat

Lantas Polres Jeneponto.
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Upaya menanggulangi terjadinya pelanggaran lalu lintas di daerah
Jeneponto pihak Satlantas Polres Jeneponto melakukan upaya
pencegahan dengan cara melakukan patrol-patroli rutin/oprasi rutin.
Kebijakan melakukan patrol tersebut sudah sesuai dengan Pasal 14 ayat
(1) huruf d Undang-Undang No 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara
Republik Indonesia, dimana aparat kepolisian harus selalu memelihara
ketertiban dan menjamin keamanan umum.® Apabila operasi atau patrol
tersebut kurang maksimal maka pihak Satlantas Polres Jeneponto
menggelar operasi khusus lalu lintas. Cara kerja operasi khusus ini yaitu
dengan menggelar razia kendaraan bermotor, baik Razia kelengkapan

kendaraan bermotor maupun razia surat kendaraan bermotor.

Selain upaya pencegahan diatas pihak Satlantas Polres Jeneponto
juga memiliki beberapa program yang bersikap edukasi sebagai bagian
dari upaya pencegahan (preventif) guna menanggulangi masalah

pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Daearah Jeneponto.

Kebijakan di luar hukum pidana yang bertujuan mengurangi angka
kecelakaan lalu lintas yaitu meliputi teguran simpatik, adanya pembinaan,
penyuluhan kepada masyarakat (kampanye keselamatan berkendara,
debat publik, kunjungan, seminar dan diskusi). Upaya-upaya yang telah

dilakukan oleh Polres Jeneponto adalah :

®Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
Negara Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor
2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168) (Vol. 8, Issue 1, pp.
698-703). (2002).
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a. Kampanye keselamatan lalu lintas merupakan kegiatan bersama
(kemitraan antara polisi dengan stakeholder) sebagai bentuk
kegiatan preventif edukatif yang lebih bersifat sosialisasi dalam
meningkatkan kedaraan, pengetahuan dan keinginan untuk
mentaati peraturan perundang-undangan lau lintas. Program
kegiatan Kampanye keselamatan lalu lintas diimplementasikan

melalui kegiatan penerangan secara langsung.

b. Kegiatan keamanan berkendara yaitu kegiatan untuk keselamatan
berkendara. Kegiatan ini mencakup pada kegiatan pendidikan
dan pelatihan ketrampilan mengendarai kendaraan bermotor,
kiat-kiat aman berkendara. Ketrampilan dan keahlian berkendara
yang dilatihkan dan diselenggarakan oleh polisi yang
bekerjasama dengan sektor bisnis, media dan LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat) yang ditujukan baik dari tingkat pelajar,
mahasiswa, pengemudi angkutan umum, Kklub otomotif,
masyarakat umum atau siapa saja yang peduli terhadap masalah
keselamatan berkendara dengan bertujuan meningkatkan
kemampuan serta kesadaran berlalu lintas untuk keselamatan

para pengguna jalan.

c. Implementasi Program kegiatan keamanan berkendara
dilaksanakan melalui kegiatan : touring, pendidikan dan pelatihan
berkendara baik teori maupun praktek, sepeda motor lajur Kiri
(kanalisasi) dan menyalakan lampu siang hari (light on)

pemesangan spanduk/baliho himbauan dan lain-lain.
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d. Pembinaan dan penyuluhan serta sosialisasi UU No. 22 Tahun
2009 kepada pelajar SMP, SMA juga MOS seperti kampanye
keselamatan lalu lintas, debat publik, kunjungan, seminar dan

diskusi.®®

Masalah pelanggaran lalu lintas tidak akan dapat diselesaikan
apabila polisi hanya melakukan upaya penindakan saja untuk itu jajaran
satlantas polres Jeneponto memberikan pendidikan mengenai lalu lintas
dengan cara menggelar beberapa program yang dapat menambah
pengetahuan masayarakat tentang lalu lintas sebagai upaya pencegahan

sebelum terjadinya pelanggaran.®®

Mayarakat indonesia dapat dikatakan masih dalam taraf
masyarakat yang takut pada hukum (aparat penegak hukum) dan belum
dapat dikategorikan sebagai masyarakat yang taat atau patuh pada
hukum. Masyarakat yang takut pada hukum ini lah yang akan menjadi
masyarakat yang tidak akan tunduk pada hukum apabila penegak hukum
itu sendiri bersifat lemah, inskonsisten dan tidak dapat dipercaya. Karena
itu maka selain metode preventif juga dilakukan metode represif terhadap

pelanggar lalu lintas.®’

Pada hakekatnya metode ini merupakan upaya terakhir yang

ditempuh ketika tindakan edukatif yang terkandung didalam metode

6 Djoko Murjanto. (2012). Panduan Teknis | Reakyasa Keselamatan Jalan.

Direktorat Jenderal Bina Marga, 1-139.

% Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecela}agaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.

ibid
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preventif tidak dapat mengatasi permasalahan lalu lintas. Metode Represif
biasanya disertai dengan upaya penerapan paksa. Tindakan represif
dilakukan terhadap setiap jenis pelanggaran lalu lintas atau dalam bentuk
pelanggaran kasus kecelakaan lalu lintas. Penegakan hukum lalu lintas
sebagai bentuk kegiatan metode represif dilakukan terhadap setiap
pemakai jalan yang melakukan pelanggaran terhadap hukum lalu lintas
dan angkutan jalan. Bentuk dari metode represif ialah berupa tindakan
yang disetai hukuman atau denda contohnya ialah Tilang, apabila tindak
pelanggarannya berat sehingga menimbulkan kecelakaan yang disertai
korban jiwa maka dapat pula diberikan sanksi berupa kurungan penjara

sesuai UU No.22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.®®

Metode represif ini tidak hanya memberikan tujuan pelajaran
secara paksa atau hukuman bagi para pelanggar lalu lintas yang tertindak,
namun tujuan yang lebih penting adalah membuat jera para pelaku
pelanggaran sehingga tidak mengulangi kesalahannya lagi diwaktu

mendatang.

Kedua metode di atas merupakan upaya Satlantas Polres
Jeneponto dalam melaksanakan tugasnya sebagai unsur pelaksana yang
mencakup penjagaan, pengaturan, Pendidikan Masyarakat, Rekayasa lalu
lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna
menanggulangi pelanggaran serta kecelakaan lalu lintas. Tentunya

program-program dari metode tersebut tidak akan terlaksana dengan baik

® Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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tanpa adanya kerjasama dari masyarakat. peran penting masyarakat akan
program-program tersebut sangatlah diperlukan sebagai pembelajaran
sehingga masyarakat mengerti dan memahami peraturan lalu lintas serta
berpartisipasi dalam menciptakan keamanan, kelancaran dan ketertiban

lalu lintas.®®

% Umi Enggarsasi, & Nur Khalimatus Sa'diyah. (2017). Kajian Terhadap Faktor-
Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Upaya Perbaikan Pencegahan
Kecelakaan Lalu Lintas. Perspektif, 22(3), 241-244.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Permasalahan dan Pembahasan Hasil Penelitian

maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran dan
kecelakaan lalu lintas di daerah Jeneponto yaitu faktor manusia
(masyarakat) dan faktor kendaraan, faktor jalanan dan faktor alam,
Adapun jenis-jenis pelanggaran yang sering dilakukan pengendara di
daerah jeneponto yaitu:
1.1Jenis-jenis pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor
manusia di daerah Jeneponto antara lain tidak menggunakan
helm, tidak mematuhi kelengkapan komponen kendaraan, tidak
dapat menunjukkan STNK maupun SIM, pelanggaran karena
jumlah penumpang lebih dari 1, dan menerobos rambu lalu
lintas/marka jalan.

1.2Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor kendaraan di
daerah Jeneponto antara lain terkait ban pecah, rem tidak
berfungsi sebagaimana seharusnya, kelelahan logam yang
mengakibatkan bagian kendaraan patah, tidak adanya
kelengkapan kendaraan seperti lampu rem, kaca spion dan plat
motor kendaraan, ban tidak sesuai standar atau tidak SNI, dan

kelengkapan kendaraan lainnya.
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1.3Pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh faktor jalanan dan
faktor alam di daerah Jeneponto antara lain kondisi jalanan yang
berlubang/jalan yang rusak dan faktor cuaca seperti hujan dan
angin kencang.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penegakan hukum dalam

mencegah dan menanggulangi peningkatan pelanggaran lalu lintas

di daerah Jeneponto yaitu dengan metode preventif dan represif.

2.1 Adapun metode preventif yang dilakukan bagi pelanggar lalu lintas
di daerah Jeneponto seperti melakukan patrol-patroli rutin/operasi
rutin, kampanye keselamatan lalu lintas, kegiatan keamanan
berkendara, implementasi program kegiatan keamanan
berkendara, pembinaan dan penyululuhan serta sosialisasi.

2.2Metode represif yang dilakukan seperti tindakan yang disertai
hukuman atau denda contohnya ialah tilang.

Saran

Perlu adanya kerjasama antara pihak kepolisian, pihak pemerintah,

mahasiswa, dan stakeholder untuk menangani kasus pelanggaran

dan kecelakaan lalu lintas di Daerah Jeneponto.

Melaksanakan sosialisasi terkait pelanggaran dan kecelakaan lalu

lintas di pedesaan secara rutin untuk menyadarkan masyarakat akan

pentingnya mematuhi aturan lalu lintas yang ada.
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